PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
151 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif
Daerah Tambahan Pericde Ke Tiga Tahun 2020,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 19
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 8 Tahun 2020
tentang Juknis BOS Reguler, Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KM.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi
Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK} Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020
dan Surat Gubernur Jawa Timur No.
910/19333/201.2/2020 tgl 12 Oktober 2020 tentang
Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Kab./Kota, perlu adanya penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020,

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar
rincian obyek belanja dari Perangkat Daerah, sesuai
ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1), ayat (2}, dan ayat
(3) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja
berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam
jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubzhan
Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020
tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomaor 19, Tamhahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730}:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribust Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti LUindang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Anacaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4375),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) scbagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972} sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165});

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272};

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6176};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1};

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 248 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
6279);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yvang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07 /2020

tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

5. Peraturan Menteri Dalam Negein Nomor 20 Tahun

2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus
Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah:

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020

tentang Pengelolaan Dana Transfer ke BPaerah dan
Dana Dcsa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional;
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33.

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif
Daerah Tambahan Periode Ke Tiga Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 fentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006
Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pajak  Penerangan Jalan ({lLembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Nomor |7 Tahun 2010 tentang

Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 17);

. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Retribusi Pelayanan Parkir di tept jalan Umum
{Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
Nomor 19);

. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20j);

. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 ientanyg

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga {Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2017 Nomor 1});

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Pelelangan IKan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 18);
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64.

65.

66.

. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011
Nomor 1G);

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2011 Nomor 20j;

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2011 Nomor 22);

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011Nomor 23);

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Retribusi pelayanan Persamphan /Kebersihan
{Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011
Nomor 24};

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 235j;
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 201 1Nomor 27);
Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2018 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1};
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeran
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2016 Nomor 5});

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota
DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten FPacitann Tahun
2017 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2019 Nomor 9 );
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67.

68.

69.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020
Nomor 5 );

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020
tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 73);

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 73 TAHUN

2020 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2020
tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020
Nomor 73), dinbah sebagai berikut:
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1.

Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunvi:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020
Rp 18.164.245.793,00 sehingga menjadi Rp 1.660.626.387.136,94

dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan

1.

a

b

Rp 1.642.462.141.343,94

bertambah  sejumiah

Semula

Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan

Belanja

a

b

Semula

Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan
Setelah Perubahan
Surplus/{Defisit) Setelah
Perubahan

Pembiayaan

a

Penerimaan

1. Semula

2. Bertambah/(Berkuran
g8

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan

Pengeluaran

1. Semula

2. Bertambah /(Berkuran

Jumlah Pengeluaran
Setelah Perubahan

Rp

RP

1.600.387.991.989,

[l

18.164.245.793,00

RP

Rp

1.641.012.141.343,9
4
18.164.245.793,00

Rp 1.618.552.237.782.20

42.074.149.354,74
0,00

Rp 1.659.176.387.136.94

TRp (40.624.149.354,74)

1.450.000.000,00
0,00

Rp 42.074.149.354.74

Rp 1.450.000.000.00



Pembiayaan netto Rp  40.624.149.354.74
Sisa Lebih Pembiayaan Rp 0.00
Anggaran Setelah Perubahan

2. Ketentuan dalam Lampiran | dan Lampiran lI diubah, selengkapnya
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran Il yang
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan,

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 23 - 10 - 2020

’BUPATI PACITANé

N

INDARTATO

X

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 10 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
)( KABUPATBEN PACITAN

——

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 76



